PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATAT NILAI INVESTASI
SEMESTER PERTAMA Rpl1,15 TRILIUN
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Sumber Berita :

https://belajarekonomi.com/investasi/
Isi Berita :
Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat nilai investasi
baru di Kabupaten Kudus selama semester pertama 2023 mencapai Rpl,15 triliun atau
144,24 persen dari target setahun sebesar Rp800 miliar.
"Target investasi tersebut merupakan target yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) untuk Kabupaten Kudus tahun 2023 sebesar Rp800 miliar.
Sedangkan data realisasi investasi tersebut kami peroleh dari Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM) daring pada sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-
RBA) atau perizinan berusaha berbasis risiko," kata Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus Harso Widodo di Kudus,
Senin.
Realisasi nilai investasi pada semester pertama 2023 ini, katanya, juga lebih tinggi
dibandingkan realisasi tahun 2022 pada periode yang sama baru tercapai 76 persen atau
Rp691,72 miliar.
Dari investasi sebesar Rp1,1 triliun, didominasi penanaman modal dalam negeri terealisasi
Rpl triliun. Sedangkan investasi dari penanaman modal asing terealisasi sebesar Rp152,99
miliar.
Penyumbang terbesar nilai investasi di Kudus, katanya, berasal dari usaha perdagangan dan
reparasi, disusul industri makanan, kertas dan percetakan, usaha transportasi, gudang dan

telekomunikasi, serta konstruksi.
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Untuk mendorong pelaku usaha di Kudus agar bersedia mengurus perizinan, DPMPTSP

Kudus juga berupaya melakukan sosialisasi, terutama terkait kemudahan pengurusan izin.

Sedangkan upaya lainnya dengan mengikuti sejumlah pameran investasi di beberapa daerah

di tingkat regional maupun nasional.

Sementara iklim investasi juga dipastikan aman dan kondusif, sedangkan proses

perizinan juga dipastikan cukup mudah dan lebih cepat dibanding sebelumnya karena

pengurusannya secara daring. (Akhmad Nazaruddin)
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Catatan :

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah
dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan
keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk
menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras,
dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan
dengan peraturan terkait lainnya.

Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan
modalnya di wilayah Pemerintah Kabupaten Kudus, merupakan salah satu modal untuk
kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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e Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang
diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.’

e Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan
desentralisasi~

e Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam
mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam
menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan.
Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan
kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan
daerahnya.’

e Terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

a. Pasal 78
1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau
badan usaha milik negara
2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan
dalam tahun anggran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai

penyertaan modal daerah yang bersangkutan.

! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

’Kemenkeu, diakses dari : https:/djpk.kemenkeu.go.id/?ufag=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-
daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C.sesuai%20dengan%20peraturan%20perund
ang%?2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

3 jdih.babelprov , diakses dari : https:/jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-
membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05
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3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas
rancangan Perda tentang APBD

4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 79

1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun
sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran
penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah
ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.

2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai
penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai
penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Pasal 201 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam
rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya.
e Terkait penanaman modal diatur pada:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

a. Pasal 5

1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan
dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan
hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk
perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam
wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-
uridang.

b. Pasal 30
1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin
kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan

penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
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2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

a. Pasall
1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan

usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor
ekonomi.

2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam
modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan
usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal
dalam negeri atau penanam modal asing.

b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan
Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk
Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh
Pemerintah Pusat.

Disclaimer:
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

hukum suatu instansi
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